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TENTANG

PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN, PEMENUHAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
DESA YANG RESPONSIF GENDER

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 114 huruf a Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa yang menyatakan bahwa "melakukan

pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka peaJrusunan Peraturan

Daerah Kabupaten I Kota yang mengatur Desa".

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada

untuk
KESATU

Para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara

KEDUA

Mengintegrasikan Konsep Demokrasi Berkeadilan Gender dan

Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada

Pembangunan Desa.

Merencanakal Pemanfaatan Dana Desa yang Responsif Gender

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

MenengaJr Desa {RPJMDesa}, Rencana Kerja Pemerinta}r Desa

(RKPDesa) da-lam mengalokasikan Anggaran untuk menjawab

permasalahan:

a. penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. perdagangan (traffikirry| terhadap perempuan dan anak;

c. kematian ibu melahirkan, kematian balita, dan g;zi buruk;
d. putus sekolah dan buta huruf;



KETIGA

KEEMPAT ]

e. perkawinan anak usia dini;

f. lanjut usia dan kaum difabet;

g. isu lain yang disesuaikan dengan permasalahan di masing-

masing desa.

Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparat Desa untuk meningkatkan pemahaman

tentang Demokrasi yang Responsif Gender.

Men5rusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaflg mengatur

Desa dengan menerapkan "Demokrasi Berkeadilan Gender dan

mengawal keterwakilan perempuan, pemenuhar. hak perempuan

dan perlindungan perempuan dan anak dalam seluruh tahapan

pembangunan desa", dengan melibatkan Perangkat Daerah yang

menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

Perangkat Daerah terkait lainnya, Tim Penggerak PKK

KabupatenfKota, P2TPZA, lembaga pengada layanan, organisasi

dan komunitas perempuan, kelompok-kelompok perempuan dan

anak korban, forum anak baik di tingkat KabupatenlKota
maupun di Desa, komisi perlindungan anak Desa serta jaringan

perlindungan anak lainnya yang ada di Desa.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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